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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 7 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 
I. PENDAHULUAN  

 
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan 
jumlah dan mutu pegawai yang tepat untuk mampu memberikan 
pelayanan publik secara adil dan merata. 
 
Untuk mengetahui jumlah pegawai yang tepat sesuai kebutuhan 
organisasi, perlu dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai. 

 
Hasil penghitungan kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara 
organisasi dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan secara tepat. 
 
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
perlu menetapkan Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman 
bagi setiap unit kerja dalam  melakukan penataan pegawai di 
lingkungannya masing-masing. 
 

II.  TUJUAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI  
 

1. Tujuan Umum 
Tujuan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi adalah untuk 
memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai pada unit kerja di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga 
pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka 
meningkatkan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

2. Tujuan Khusus  
a. terlaksananya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai 

dengan kebutuhan masing-masing organisasi yang telah ditata 
berdasarkan visi dan misi organisasi sehingga setiap pegawai 
mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; 

b. terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai 
dengan jabatan dalam organisasi; 
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c. terdistribusinya pegawai secara proporsional sesuai dengan beban 
kerja masing-masing; 

d. tersusunnya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung 
peningkatan kompetensi pegawai; dan 

e. terlaksananya sistem penilaian kinerja yang objektif. 
 

III. RUANG LINGKUP  
Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi meliputi aspek kuantitas, 
kualitas, komposisi, dan distribusi. 

 
IV. PENGERTIAN UMUM 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai 
negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  

2. Penataan pegawai adalah kegiatan manajemen pegawai yang 
berupa pengaturan kembali penempatan pegawai di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dalam jabatan 
struktural maupun fungsional. 

3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

4. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan 
jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

5. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan 
untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan 
angka kredit. 

6. Analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk 
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan 
dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta 
memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan 
dan akuntabilitas.. 

7. Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik 
jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar 
jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, 
tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, 
kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, kemungkinan risiko bahaya, 
dan syarat jabatan. 
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8. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki 
oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan 
merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan 
keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan 
pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan 
kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat  
jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi 
untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, 
pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta 
syarat psikologi. 

9. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 
vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta 
jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan 
kedudukannya pada setiap unit organisasi berdasarkan organisasi 
dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. 

10. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil 
yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.  

11. Kompetensi jabatan adalah tingkat kemampuan kerja (ability) yang 
didasarkan atas pengetahuan (knowledge), kecakapan atau 
kemahiran kerja (skills), dan sikap kerja atau kualitas pribadi 
(attitude) yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan. 

12. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah 
jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu 
satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas 
pokok dalam jangka waktu tertentu. 

13. Bezetting adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini. Bezetting 
disebut juga persediaan pegawai. 

14. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara 
rasional, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah 
dan kualitas pegawai yang diperlukan. 

15. Penilaian kinerja pegawai adalah proses evaluasi secara berkala 
terhadap kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 
pokok yang menjadi tanggung jawabnya. 

16. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
V. LANGKAH-LANGKAH PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI   
 

A. Persiapan  
1. Pembentukan Tim 

Dalam pelaksanaan penataan pegawai, masing-masing unit kerja 
membentuk Tim Penataan. Susunan Tim Penataan Pegawai terdiri 
atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.  
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a) Tim Penataan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
terdiri atas: 
Ketua :  Sekretaris Jenderal 
Sekretaris :  Kepala Biro Kepegawaian 
Anggota :  Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Inspektur  

      Jenderal  
 

Tugas Tim Penataan Pegawai Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagai berikut. 
1) merumuskan strategi pelaksanaan penataan pegawai 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2) memberikan pertimbangan penyelesaian/tindak lanjut hasil 

penataan pegawai dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
penataan pegawai;  

3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan  

4) menyampaikan laporan hasil penataan kepada Menteri. 
 

b) Tim Penataan Pegawai Unit Utama terdiri atas: 
1) Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan,  
      Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro 

Umum.  
2) Sekretaris : Kepala Bagian Rumah Tangga dan 

Kepegawaian pada  
      Biro Umum, Kepala Bagian Hukum dan 

Kepegawaian  
      pada unit utama lain. 
3) Anggota : Semua pejabat struktural eselon II di 

lingkungannya. 
 

c) Tim Penataan Pegawai Perguruan Tinggi terdiri atas: 
1) Ketua : Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, 

Pembantu/Wakil Direktur yang membidangi 
pengelolaan kepegawaian. 

2) Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi pengelolaan 
kepegawaian pada universitas/institut, Kepala 
Bagian yang membidangi pengelolaan 
kepegawaian pada sekolah tinggi/politeknik 

3)  Anggota : Dekan pada universitas/institut, Ketua Jurusan 
pada sekolah tinggi/politeknik. 
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Tugas Tim Penataan Pegawai Unit Utama dan Perguruan Tinggi 
sebagai berikut: 
1) menyosialisasikan langkah-langkah penataan yang akan 

dilakukan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja 
masing-masing; 

2) mengiventarisasi permasalahan dan menyiapkan solusi 
penyelesaiannya; 

3) melaksanakan penataan pegawai di lingkungannya; dan 
4) menyiapkan laporan penataan pegawai di lingkungannya 

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Sekretaris Jenderal. 

 
2. Pelaksanaan Analisis Jabatan 

Analisis jabatan dilaksanakan untuk menghasilkan informasi 
jabatan meliputi uraian jabatan, syarat/kualifikasi jabatan, dan 
peta jabatan.   
 
Isian uraian jabatan menggunakan contoh dalam format I dan 
peta jabatan menggunakan contoh dalam format II.  

 
3. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 

Melakukan proses penghitungan beban kerja untuk menghasilkan 
informasi jumlah pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi organisasi serta untuk mendapatkan informasi 
tentang kelebihan atau kekurangan pegawai khususnya tenaga 
fungsional. Berdasarkan data hasil analisis beban kerja, Biro 
Kepegawaian menyusun formasi pegawai dan menetapkan 
kebijakan redistribusi pegawai. 
 
Hasil analisis beban kerja menggunakan contoh dalam format III.  

 
4. Standar Kompetensi Jabatan 

Menyusun standar kompetensi jabatan untuk menghasilkan 
kualifikasi jabatan. Standar kompetensi jabatan merupakan 
persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Oleh karena itu, 
untuk menjamin objektivitas penempatan pegawai yang sesuai 
dengan kompetensi jabatan, diperlukan standar kompetensi 
jabatan. Penyusunan standar kompetensi jabatan dilakukan 
berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Standar kompetensi 
jabatan terdiri atas kompetensi dasar dan kompetensi bidang. 
Jabatan yang memiliki fungsi sejenis dapat memiliki kompetensi 
dasar yang sama. Standar kompetensi jabatan di lingkungan unit 
kerja disusun serendah-rendahnya oleh unit kerja eselon II atau 
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yang setara. Penyusunan standar kompetensi jabatan di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro 
Kepegawaian. 
 
Standar kompetensi jabatan menggunakan contoh dalam format 
IV. 

 
5. Pemutakhiran Database 

Database pegawai palin sedikit memuat struktur data pokok yaitu 
Nama, NIP, tempat dan tanggal lahir, riwayat tingkat pendidikan 
dan kualifikasi pendidikan, TMT CPNS, TMT PNS, riwayat jabatan, 
dan riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Dengan 
demikian, ketersediaan database pegawai  dan database jabatan 
yang lengkap dan mutakhir untuk menghasilkan informasi 
mengenai profil pegawai setiap unit kerja dapat diolah berdasarkan 
pendidikan, pengalaman, kelompok usia, dan sebagainya. 
Pemutakhiran database dilakukan oleh masing-masing unit kerja 
dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan Biro 
Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

B. Pelaksanaan 
 
Setelah dilakukan persiapan dan berdasar hasil analisis beban kerja 
sebagaimana tersebut di atas, dapat ditentukan kategori jumlah 
pegawai lebih, kurang, atau sesuai.  

 
1. Kategori lebih  

 
Pimpinan unit kerja eselon II di bawah koordinasi pemimpin unit 
eselon I: 
a. melakukan distribusi pegawai dari unit kerja yang kelebihan 

kepada unit kerja yang kekurangan di lingkungannya dengan 
memperhatikan kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai 
dengan jabatan dalam organisasi; 

b. melakukan penilaian kinerja, penegakan disiplin, dan 
penilaian kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan syarat 
jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. apabila hasil penilaian tersebut di atas menunjukkan bahwa 
pegawai yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai 
dengan syarat jabatan kurang dari jumlah yang dibutuhkan, 
maka dilakukan penyusunan peringkat pegawai yang belum 
memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan syarat 
jabatan; 
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d. menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2008 bagi pegawai yang tidak memiliki 
kompetensi sesuai dengan syarat jabatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b) dan mendapat peringkat terendah di 
bawah jumlah pegawai yang dibutuhkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf c), dilakukan alternatif sebagai berikut. 
1) bagi pegawai  yang telah mempunyai masa kerja paling 

singkat 10 tahun dan usia minimal 50 tahun dapat 
langsung diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun; 

2) bagi pegawai yang belum mempunyai masa kerja 10 tahun 
namun telah mencapai usia minimal 45 tahun diberikan 
uang tunggu selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 5 
tahun. Apabila dalam masa menerima uang tunggu 
pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun 
dan mempuyai  masa kerja minimal 10 tahun, maka yang 
bersangkutan dapat diberhentikan dengan memperoleh 
hak pensiun. Apabila sampai masa uang tunggu, pegawai 
yang bersangkutan: 
(a) sudah mempunyai masa kerja 10 tahun tetapi belum 

mencapai usia 50 tahun maka yang bersangkutan 
diberhentikan namun hak pensiunnya baru diterima 
pada saat yang bersangkutan telah mencapai usia 50 
tahun; 

(b) belum mencapai masa kerja 10 tahun dan belum 
mencapai usia 50 tahun dapat diberhentikan sebagai 
PNS tanpa memperoleh hak pensiun. 

 
e. menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke 

depan dengan pendekatan minus growth atau melaksanakan 
penerimaan pegawai dengan jumlah lebih sedikit 
dibandingkan dengan pegawai yang berhenti berdasarkan 
skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan negara; 
 

f. melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut 
tugas, fungsi, dan struktur organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2013, No.255 13 

2. Kategori kurang 
 
Pimpinan unit kerja eselon II di bawah koordinasi pemimpin unit  
eselon I: 
a. melakukan permintaan pegawai kepada unit kerja yang 

kelebihan dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi dan 
syarat jabatan; 

b. melakukan penarikan kembali pegawai yang 
dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain sesuai dengan 
kompetensi dan syarat jabatan; 

c. memberdayakan dengan cara memberikan pendidikan dan 
pelatihan serta memperkaya tugas pegawai yang ada untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak dapat 
dilaksanakan karena kekurangan pegawai; 

d. menyusun perencanaan pengembangan pegawai; 
e. melakukan perencanaan dan pengadaan pegawai secara 

selektif untuk bidang-bidang strategis sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;  

f. menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke 
depan dengan pendekatan positive growth atau melaksanakan 
penerimaan pegawai dengan jumlah lebih besar dibandingkan 
pegawai yang berhenti, dilakukan secara bertahap sesuai 
dengan kemampuan keuangan negara. 

 
3. Kategori sesuai: 

 
Pimpinan unit kerja eselon II di bawah koordinasi pemimpin unit 
eselon I: 
a. melakukan pemetaan potensi dalam rangka mengetahui minat 

dan bakat pegawai; 
b. mengangkat pegawai yang menduduki jabatan fungsional 

umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan 
kebutuhan unit kerja;  

c. mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan 
pegawai; 

d. menyusun perencanaan pengembangan pegawai; 
e. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang perlu 

mengikuti diklat untuk peningkatan kompetensi maupun alih 
tugas/profesi. 

f. menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke 
depan dengan pendekatan zero growth atau melaksanakan 
penerimaan pegawai dengan jumlah sama dengan pegawai 
yang berhenti, dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara. 
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4. Pemindahan pegawai yang bersifat lintas unit utama, pusat-

pusat, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis 
dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme 
sebagai berikut: 
a. Pemimpin  unit kerja  mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro 
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan melampirkan dokumen kepegawaian 
antara lain Keputusan jabatan/pangkat terakhir serta 
dokumen lain yang relevan; 

b. Kepala Biro Kepegawaian melakukan rapat koordinasi bersama 
dengan Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, 
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro Umum,   Kepala 
Pusat Informasi dan Humas, Kepala Pusat Data dan Statistik 
Pendidikan, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pendidikan, Kepala Pusat Arkeologi Nasional, Pembantu/Wakil 
Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, dan Pembantu/Wakil Direktur 
yang membidangi pengelolaan kepegawaian; 

c. menetapkan Keputusan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi 
untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi. 
  

5. Penetapan Keputusan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi 
Penetapan nama jabatan dalam Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan mengacu pada peta jabatan yang telah divalidasi 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

 
Contoh: 
a. Badu, pembantu pimpinan pada Seksi Pelaksanaan 

Kurikulum, Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMP, 
Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan memenuhi standar kompetensi untuk diangkat 
dalam jabatan sebagai Perancang Kurikulum dan 
Pembelajaran Terampil pada Seksi Pelaksanaan Kurikulum, 
Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen 
Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
b. Dra. Sri Rejeki Amanah, Perekayasa Madya pada Direktorat 

Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memenuhi standar 
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kompetensi untuk diangkat dalam jabatan sebagai Perekayasa 
Madya pada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen 
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan 
contoh format V. 
 

6. Penataan pegawai berbasis kompetensi dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. memperhatikan kelas jabatan sesuai dengan peta jabatan pada 

masing-masing unit  kerja;  
b. pejabat struktural tidak boleh membawahi jabatan fungsional 

yang kelas jabatannya lebih tinggi. 
 

C. Pelaporan 
Pimpinan unit kerja paling rendah eselon II yang membidangi 
pengelolaan kepegawaian melaporkan perkembangan dan hasil 
kegiatan penataan pegawai kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan 
sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 
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Format I 
 

URAIAN JABATAN 
  
1. NOMOR KODE JABATAN   :  
2. NAMA JABATAN      : Analis Evaluasi Pelaksanaan Program dan 

Anggaran 
3. UNIT KERJA ATASAN        :  

3.1. Eselon IV       : Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program 
dan Anggaran 

3.2. Eselon III       :  Bagian Perencanaan dan Penganggaran 
3.3. Eselon II       :  Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar 

 
4. RUMUSAN TUGAS       : 

Melakukan analisis, menyusun, dan membuat konsep bahan laporan 
perkembangan program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar sebagai bahan masukan pimpinan. 
 

5. RINCIAN TUGAS       : 
5.1. Menyusun konsep program kerja subbagian 
5.2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan laporan 

perkembangan pelaksanaan program dan anggaran pendidikan 
dasar 

5.3. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dasar 

5.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 
pendidikan dasar 

5.5. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program dan 
anggaran pendidikan dasar 

5.6. Melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan 
5.7. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program dan 

anggaran pendidikan dasar 
5.8. Melakukan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar 
5.9. Menyusun laporan pelaksanaan program subbagian 
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6. HASIL KERJA        : 
6.1. Konsep program kerja subbagian 
6.2. Bahan laporan perkembangan pelaksanaan program dan anggaran 

pendidikan dasar 
6.3. Bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan pendidikan dasar 
6.4. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pendidikan 

dasar 
6.5. Laporan pelaksanaan program dan anggaran pendidikan dasar 
6.6. Bahan rapat pimpinan 
6.7. Laporan pelaksanaan program dan anggaran pendidikan dasar 
6.8. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
6.9. Laporan pelaksanaan program subbagian 

 
7. BAHAN KERJA       : 

7.1. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; 
7.2. Data pelaksanaan program dan anggaran pendidikan dasar 

 
8. PERALATAN KERJA       : 

8.1. Alat tulis kantor; 
8.2. Alat perlengkapan kantor. 

 
9. PEDOMAN KERJA       :  

9.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

9.2. Program kerja Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan 
Anggaran. 
 

10. TANGGUNG JAWAB       : 
10.1. Kebenaran data pelaksanaan program dan anggaran 
10.2. Kebenaran dan ketepatan laporan  
 

11. WEWENANG       : 
11.1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang terkait; 
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12. HUBUNGAN KERJA         : 
No. Nama Jabatan Unit Kerja Dalam Hal 

12.1. 
 
 
 

Kepala Subbagian 
Evaluasi Program 
dan Anggaran 

Bagian 
Perencanaan dan 
Penganggaran, 
Setditjen Dikdas 

Konsultasi pelaksanaan 
tugas 
 
 

 
13. KEADAAN TEMPAT KERJA  : 

13.1.Ruang Tempat Kerja 
13.2.Suhu 
13.3.Penerangan 
13.4.Cuaca 
13.5.Suara 
13.6.Jam Kerja 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Luas 
Sejuk 
Terang 
- 
Tenang 
Di dalam jam kerja; 

 
14. UPAYA FISIK         : Tidak diperlukan upaya fisik tertentu 

yang signifikan. 
 
15. RISIKO BAHAYA         :  Tidak ada risiko bahaya yang signifikan 

 
16. SYARAT JABATAN         :  

16.1.Pendidikan 
16.2.Pelatihan 
16.3.Pengalaman 
16.4.Pangkat/Golongan 
16.5.Pengetahuan 
 
 
16.6.Kecakapan Teknis 
 
 
 
 
 
 
 
16.7.Potensi 
 
16.8.Sikap Kerja 

: 
: 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

S1 
Diklat SAKIP 
Di bidang laporan kinerja 
Penata Muda, III/a 
- Peraturan tentang penyusunan 

laporan kinerja 
- SOP penyusunan laporan kinerja 
- Mampu melakukan pengumpulan dan 

pengolahan data bahan program dan 
anggaran 

- Mampu menyusun bahan pemantau-
an dan evaluasi 

- Mampu menyusun laporan kinerja 
- Mampu melakukan evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran 
- Kemampuan verbal 
- Kemampuan numerik 
- Tahan terhadap tekanan kerja 
- Teliti 
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Format IV 
 

STANDAR KOMPETENSI 
  
1. Nama Jabatan : Analis Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 
2. Eselon  : - 
3. Unit Kerja : Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar 
 
4. Ikhtisar Jabatan : 

Melakukan analisis, menyusun, dan membuat konsep bahan laporan 
perkembangan program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar sebagai bahan masukan pimpinan. 
 

5. Uraian Tugas : 
5.1. Menyusun konsep program kerja subbagian 
5.2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan laporan 

perkembangan pelaksanaan program dan anggaran pendidikan 
dasar 

5.3. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dasar 

5.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 
pendidikan dasar 

5.5. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program dan 
anggaran pendidikan dasar 

5.6. Melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan 
5.7. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program dan 

anggaran pendidikan dasar 
5.8. Melakukan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar 
5.9. Menyusun laporan pelaksanaan program subbagian 

 
6. Kompetensi :  

6.1. Pencarian Informasi (PI.1) 
6.2. Komunikasi Tertulis (Komtul.3) 
6.3. Berorientasi pada Kualitas (BpK.1) 
6.4. Berfikir Konseptual (BK.1) 
6.5. Membangun Hubungan Kerja (MHK.1) 
6.6. Komunikasi Lisan (Komlis.3) 
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6.7. Berfikir Analisis (BA.2) 
6.8. Fleksibilitas Berfikir (FB.2) 
6.9. Berorientasi pada Hasil (BpH.1) 
6.10. Kerja Sama (KS.2) 

 
 
No. 
 

 
Uraian Tugas 

 
Kegiatan Utama 

 
Kompetensi  

 
Tingkat Kompetensi 

1. Menyusun 
konsep 
program kerja 
subbagian 

1. Mengumpulkan 
bahan selengkap 
mungkin 
 
 
 
 

2. Menyusun 
konsep program 
kerja 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
Komunikasi 
Tertulis 
(Komtul) 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Menyampaikan 
informasi dalam bentuk 
tulisan sederhana dan 
dapat dipahami 
pembaca (Komtul.2) 
 

2. Melakukan 
pengumpulan 
dan 
pengolahan 
bahan laporan 
perkembangan 
pelaksanaan 
program dan 
anggaran 
pendidikan 
dasar 

1. Mengumpulkan 
bahan selengkap 
mungkin 
 
 
 
 

2. Mengolah bahan 
laporan 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
Berorientas
i pada 
Kualitas 
(BpK) 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang 
ditentukan (BpK.1) 
 

3. Melakukan 
penyusunan 
bahan 
pemantauan 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program dan 
kegiatan 
pendidikan 
dasar 

1. Mengumpulkan 
bahan selengkap 
mungkin 
 
 
 
 

2. Menyusun 
instrumen 
pemantauan dan 
evaluasi 
 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
 
Berfikir 
Konseptual 
(BK) 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Mengumpulkan 
informasi untuk 
mengidentifikasi 
masalah (BK.1) 
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4. Melakukan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program dan 
anggaran 
pendidikan 
dasar 

1. Melakukan 
evaluasi ke unit 
kerja terkait 

Membangun 
Hubungan 
Kerja (MHK) 
 
 
Komunikasi 
Lisan 
(Komlis) 

Berusaha menjalin dan 
mempererat hubungan 
dengan pihak lain 
(MHK.1) 
 
Mengungkapkan 
pendapat/ide/informas
i dengan kalimat yang 
sistematis dan 
dimengerti orang lain 
(Komlis.3) 
 

5. Melakukan 
penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
program dan 
anggaran 
pendidikan 
dasar 

1. Mengumpulka
n bahan 
selengkap 
mungkin 
 
 
 

2. Menyusun 
konsep laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Melakukan 

pembahasan 
konsep 

 
 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
Berfikir 
Analisis (BA) 
 
 
Komunikasi 
Tertulis 
(Komtul) 
 
 
 
 
Fleksibilitas 
Berfikir (FB) 
 
 
 
Komunikasi 
Lisan 
(Komlis) 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Mengidentifikasi 
permasalahan 
sederhana (BA.2) 
 
Menyampaikan 
informasi secara jelas 
dengan menggunakan 
metode penulisan yang 
baik dan benar 
(Komtul.3) 
 
Mengikuti alur 
pemikiran dari 
pandangan orang lain 
(FB.2) 
 
Mengungkapkan 
pendapat/ide/informas
i dengan kalimat yang 
sistematis dan 
dimengerti orang lain 
(Komlis.3) 
 

6. Melakukan 
penyusunan 
bahan rapat 
pimpinan 

1. Mengumpulka
n bahan 
 
 
 
 

Informasi 
(PI) 
 
 
 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
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2. Menyusun 

bahan sajian  

 
Berorientasi 
pada Hasil 
(BpH) 

 
Menetapkan tujuan 
dan bekerja untuk 
memenuhi harapan 
yang telah ditetapkan 
dengan 
mempertahankan 
kinerja (BpH.1) 
 

7. Melakukan 
penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
program dan 
anggaran 
pendidikan 
dasar 

1. Mengumpulka
n bahan 
selengkap 
mungkin 

 
 
 
2. Menyusun 

konsep 
laporan 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Melakukan 

pembahasan 
konsep 

 
 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
Berfikir 
Analisis (BA) 
 
 
Komunikasi 
Tertulis 
(Komtul) 
 
 
 
 
Fleksibilitas 
Berfikir (FB) 
 
 
 
Komunikasi 
Lisan 
(Komlis) 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Mengidentifikasi 
permasalahan 
sederhana (BA.2) 
 
Menyampaikan 
informasi secara jelas 
dengan menggunakan 
metode penulisan yang 
baik dan benar 
(Komtul.3) 
 
Mengikuti alur 
pemikiran dari 
pandangan orang lain 
(FB.2) 
 
Mengungkapkan 
pendapat/ide/informas
i dengan kalimat yang 
sistematis dan 
dimengerti orang lain 
(Komlis.3) 
 

8. Melakukan 
penyusunan 
laporan 
kinerja di 
lingkungan 
Direktorat 
Jenderal 
Pendidikan 
Dasar 

1. Mengumpulkan 
bahan 
selengkap 
mungkin 
 
 
 
 
 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
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2. Menyusun 
konsep laporan 
 
 
 

3. Melakukan 
pembahasan 

 

Kerja Sama 
(KS) 
 
 
 
 
Berorientasi 
pada 
Kualitas 
(BpK) 
 
Komunikasi 
Lisan 
(Komlis) 
 
 
 
 

Mendukung tujuan dan 
keputusan kelompok 
dengan cara 
menyelesaikan tugas 
secara bersama (KS.2) 
 
Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang 
ditentukan (BpK.1) 
 
Mengungkapkan 
pendapat/ide/informas
i dengan kalimat yang 
sistematis dan 
dimengerti orang lain 
(Komlis.3) 

9. Menyusun 
laporan 
pelaksanaan 
program 
subbagian 

1. Mengumpulkan 
bahan 
selengkap 
mungkin 
 
 

 
2. Menyusun 

konsep laporan 
 
 
 

3. Melakukan 
pembahasan 

 

Pencarian 
Informasi 
(PI) 
 
 
 
 
Berorientasi 
pada 
Kualitas 
(BpK) 
 
Komunikasi 
Lisan 
(Komlis) 
 
 
 

Berinisiatif untuk 
mengumpulkan 
informasi dari orang 
lain atau berbagai 
media yang terpercaya 
(PI.1) 
 
Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang 
ditentukan (BpK.1) 
 
Mengungkapkan 
pendapat/ide/informas
i dengan kalimat yang 
sistematis dan 
dimengerti orang lain 
(Komlis.3) 
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Format V 
 

CONTOH 
 

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR :  

 
TENTANG  

 
PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang   : a. 

 
 
 
 
b. 
 
 

bahwa dalam rangka penataan pegawai negeri sipil di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu 
menempatkan kembali pegawai sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penataan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

     
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 

1999; 
  2. 

 
 
 
 
3. 

Peraturan Pemerintah:  
a.  Nomor 97 Tahun 2000 jo Nomor 54 Tahun 2003;  
b.  Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
c.  Nomor  9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;   
d   Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012; 
Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011; 

  4. Peraturan Presiden  RI  Nomor 77 Tahun 2011; 
  5. 

 
6. 
 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/23.2/M.PAN/2004; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: 
a.   Nomor 1 Tahun 2012;   
b.   Nomor 13 Tahun 2012; 
c.   Nomor  ...... 

   
MEMUTUSKAN: 

   
MENETAPKAN 
 
 
 
                       

: 
 
 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI 
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 
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PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 
memenuhi standar kompetensi untuk diangkat dalam jabatan 
sebagaimana  tercantum pada lajur 5 Lampiran Keputusan 
Menteri ini.                                      

 
KEDUA 
 
KETIGA 

 
: 
 
: 

 
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki. 

   
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
     
 
 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal   

 
 

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  

 
Tembusan : 
1. Menegpan dan Reformasi Birokrasi 
2. Kepala BKN di Jakarta; 
3. Kepala KPPN  Jakarta III; 

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Dasar,  
 
 

4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 
Kemdikbud 

5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen 
Kemdikbud. 

........................................ 
NIP ................................. 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 
INDONESIA 
NOMOR     : 
TENTANG   
PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
                      
 

NO NAMA/NIP 

PANGKAT, 
GOLONGAN 

TEMPAT 
TGL LAHIR 

JABATAN DAN UNIT KERJA 

JABATAN 
LAMA 

JABATAN 
BARU 

1 2 3 4 5 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Badu 
196306151990121001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Rejeki 
Amanah 
195805161986022003 

 
Penata 
Muda, Tk.I 
III/b 
Yogyakarta, 
15 Juni  
1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembina, 
IV/a 
Surabaya, 
16 Mei1959 

 
Pembantu 
pimpinan  
pada Seksi 
Pelaksanaan 
Kurikulum, 
Subdit 
Pembelajaran, 
Direktorat 
Pembinaan 
SMP, Ditjen 
Pendidikan 
Dasar, 
Kementerian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
 
 
 
 
Perekayasa 
Madya pada 
Direktorat 
Pembinaan 
Sekolah Dasar 
Ditjen 
Pendidikan 
Dasar 

 
Perancang 
Kurikulum 
dan 
Pembelajaran 
Terampil pada 
Seksi 
Pelaksanaan 
Kurikulum, 
Subdit 
Pembelajaran, 
Direktorat 
Pembinaan 
SMP, Ditjen 
Pendidikan 
Dasar, 
Kementerian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan  
 
Perekayasa 
Madya pada 
Direktorat 
Pembinaan 
Sekolah Dasar 
Ditjen 
Pendidikan 
Dasar 
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Kementerian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
 

Kementerian 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal   
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar, 
 
………………………………………………… 
NIP. .…………………………………………. 

        
        
     MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
      REPUBLIK INDONESIA, 
 
       
 
 
      MOHAMMAD NUH 
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